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ABSTRAK

Legal memorandum ini membahas pertanggungjawaban hukum pemberi
waralaba atas pelanggaran hak teritorial penerima waralaba dan tidak
dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam surat -elektronik.
Permasalahan hukum timbul setelah EatFusion Co., Ltd. sebagai pemberi
waralaba menetapkan wilayah usaha yang mengakibatkan pelanggaran hak
teritorial Wena Saputra selaku penerima waralaba pertama serta tidak
merealisasikan komitmen yang sebelumnya disampaikan melalui surat
elektronik tanggal 11 April 2025. Legal memorandum ini disusun untuk
menjawab  apakah  EatFusion Co., Ltd. dapat dimintakan
pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak teritorial penerima
waralaba yang menimbulkan kerugian bagi Wena Saputra selaku penerima
waralaba pertama dan apakah tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam
surat elektronik tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi
EatFusion Co., Ltd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh
melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa EatFusion Co., Ltd.
dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui gugatan perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena penetapan
wilayah usaha oleh EatFusion Co., Ltd. tidak memenuhi ketentuan Pasal 9
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
EatFusion Co., Ltd. tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui
jalur wanprestasi atas tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang
dalam surat elektronik tanggal 11 April 2025 karena kesepakatan tersebut
tidak memenuhi mekanisme perubahan perjanjian sebagai perubahan yang
sah terhadap Perjanjian Waralaba.

Kata kunci: waralaba; wilayah usaha; pertanggungjawaban hukum
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ABSTRACT

This legal memorandum examines the legal liability of a franchisor for the
infringement of a franchisee's territorial rights and the failure to implement
an agreement contained in an electronic mail. The legal issues arose after
EatFusion Co., Ltd., as the franchisor, designated a business territory that
resulted in the infringement of the territorial rights of Wena Saputra as the
first franchisee and failed to fulfill the commitment previously conveyed
through an electronic mail dated 11 April 2025. This legal memorandum
aims to determine whether EatFusion Co., Ltd. may be held legally liable
for the infringement of the territorial rights of the franchisee that caused
losses to Wena Saputra as the first franchisee and whether the failure to
implement the agreement contained in the electronic mail gives rise to legal
liability on the part of EatFusion Co., Ltd. This legal memorandum employs
normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches.
Legal materials were collected through library research and consist of
primary and secondary legal materials. The analysis concludes that
EatFusion Co., Ltd. may be held liable in tort pursuant to Article 1365 of
the Indonesian Civil Code because its designation of the business territory
failed to comply with Article 9 paragraph (2) of Government Regulation
Number 35 of 2024 concerning Franchising. EatFusion Co., Ltd. cannot,
however, be held liable for breach of contract arising from its failure to
implement the agreement contained in the electronic mail dated 11 April
2025 because the agreement did not satisfy the contractual amendment
procedure required for a valid amendment to the Franchise Agreement.

Keywords: franchise; business territory; legal liability

X



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN. ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI X
BAB1 KASUS POSISI 1
BAB II PERTANYAAN HUKUM 7
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM 8

A. Bahan Hukum Primer........cccooiiiiiiiieeeeeeee e 8

B. Bahan Hukum SeKunder...........coocieiiiiiiiiiieieeeee e 9
BAB IV ANALISIS HUKUM 12

A. Tinjauan Umum atas Waralaba ...........cccecceevirriiriiieiieiieieeie e 13

B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Usaha dalam Perjanjian Waralaba.................. 22

C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata...........c..ccccovvevvrecreenennen. 24

D. Tinjauan Umum tentang Perubahan Perjanjian dan Asas Pacta Sunt Servanda...29
E.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Waralaba Berdasarkan Kasus

POSIST. . et 31
1. Pertanggungjawaban hukum atas tumpang tindih wilayah usaha.................. 31

2. Pertanggungjawaban hukum atas tidak dilaksanakannya kesepakatan melalui
SUrat leKtronik.........cccovvirininieiiiiiiicce e 39
BABV PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 44
A. Pendapat HUKUM........c.ooooiiiiiiie ettt e 44
B. ReEKOMENAAST .....ocoiuviiiiiiiieieieee ettt et et 45
DAFTAR PUSTAKA 51




	a475aa0f82a908415ff0de23125add018e09656ca349254e796bc6d63941dbe1.pdf
	HALAMAN JUDUL

	d5958ed700d0952bc83723b13a57badecfb802ee9e6a0dc4f3e6ad28a919628d.pdf
	d5958ed700d0952bc83723b13a57badecfb802ee9e6a0dc4f3e6ad28a919628d.pdf
	a475aa0f82a908415ff0de23125add018e09656ca349254e796bc6d63941dbe1.pdf
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	BAB III  PENELUSURAN BAHAN HUKUM
	A. Bahan Hukum Primer
	B. Bahan Hukum Sekunder
	BAB IV  ANALISIS HUKUM
	A. Tinjauan Umum atas Waralaba
	B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Usaha dalam Perjanjian Waralaba
	C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata
	D. Tinjauan Umum tentang Perubahan Perjanjian dan Asas Pacta Sunt Servanda
	E. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Waralaba Berdasarkan Kasus Posisi
	1. Pertanggungjawaban hukum atas tumpang tindih wilayah usaha
	2. Pertanggungjawaban hukum atas tidak dilaksanakannya kesepakatan melalui surat elektronik
	BAB V  PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI
	A. Pendapat Hukum
	B. Rekomendasi
	DAFTAR PUSTAKA


